Duit Korpri Rp1 M Belum Kembali
Janji Ketua Baru Dipertanyakan, Gugatan Hukum Jalan Akhir

Sumber gambar :Kaltimpost.co.id  Senin,15/07/2024

Dana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Penjama Paser Utara (PPU)
sebesar Rp1 miliar kembali memanas

PENAJAM - Duit tersebut dipinjamkan oleh Ketua Korpri PPU sebelumnya kepada
seorang pengusaha pada 2021.

Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) anggota Korpri PPU mempertanyakan realisasi
janji Ketua Korpri PPU 2022-2027, Pang Irawan segera mengambil uang tersebut dan
mengembalikannya ke kas organisasi.

“Hampir dua tahun berlalu, namun janji ini belum menunjukkan hasil konkret,” ungkap
anggota Korpri PPU yang enggan disebutkan namanya, Minggu (14/7).

Beberapa anggota Korpri lainnya dengan nada bersungut-sungut mendorong Pang
Irawan dapat lebih tegas dalam memperjuangkan duit Rp1 miliar itu kembali ke kas.
Baktiar, anggota Korpri PPU lainnya kepada media ini menyarankan agar Kaltim Post
mengonfirmasi hal tersebut kepada Pang Irawan, yang sampai Minggu (14/7), yang
bersangkutan masih menjalani cuti panjang. “Benar, cuti panjang, tetapi beliau masih
Ketua Korpri PPU,” kata Baktiar, sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
PPU itu, Minggu (14/7).

Saat dikonfirmasi harian ini, Minggu (14/7), Ketua Korpri PPU, Pang Irawan
membenarkan bahwa telah membentuk tim hukum. Tugasnya untuk mengembalikan
uang yang terkumpul dari iuran ribuan ASN PPU itu.

Dia mengatakan, sampai saat ini masih ditangani Bidang Hukum Korpri PPU. “Bisa
langsung koordinasi dengan Mas Pitono, Ketua Bidang Hukum Korpri,” kata Pang
Irawan. Sementara itu, Ketua Bidang Hukum Korpri PPU, Pitono saat dikonfirmasi
pada hari yang sama dia berjanji memberikan keterangan sepulangnya dia ke Penajam
dari Yogyakarta.
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“Nanti, kalau saya masuk (kerja) saya konfirmasi. Soalnya saya masih cuti dan lagi
repot antar dan cari tempat kuliah untuk anak di Jogja,” kata Pitono yang juga Kepala
Bagian Hukum Setkab PPU itu.

Dalam pewartaan media ini medio September 2022, Pang Irawan mengatakan apabila
Bidang Hukum Korpri kesulitan untuk mengambil dana kas tersebut, maka bisa
menempuh upaya hukum.

“Tetapi, itu menjadi langkah terakhir. Intinya, dana itu harus kembali. Apapun caranya,”
katanya. Desakan agar uang tersebut bisa kembali muncul kali pertama dari anggota
Pengurus Korpri PPU pasca-pelantikan Pang Irawan terpilih Ketua Korpri PPU pada
Musyawarah Kabupaten Luar Biasa (Muskablub) Korpri di Hotel Aqila Nipahnipah,
Kecamatan Penajam, PPU, Kamis, 7 April 2022.

Saat itu, Pang Irawan berjanji segera menyelesaikan dan mengembalikan dana yang

telah dipinjam pihak lain tersebut ke kas Korpri. (far)
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Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Dewan Pengurus Korps
Pegawai Republik Indonesia Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik
Indonesia (Perdewan Korpri 1/2023), dijelaskan sebagai berikut:

1. Korps profesi pegawai ASN Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Korps
Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah
untuk berhimpun dan berorganisasi bagi seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara.

2. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPRI yang selanjutnya disebut
LKBH KORPRI adalah satuan pelaksanaan kegiatan di bidang pendampingan
dan bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara.

2. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perdewan Korpri 1/2023 diatur sebagai berikut:
(1) LKBH KORPRI mempunyai tugas memberikan pelayanan hukum secara

cuma-cuma bagi anggota KORPRI yang menghadapi masalah hukum dalam
perkara yang dihadapi di dalam pengadilan atau di luar pengadilan terkait

pelaksanaan tugas.
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(2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam

bentuk pendampingan dan menjadi penasehat hukum.
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